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GUBERNUR SULAWESI UTARA 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA 
NOMOR    01     TAHUN 2017 

 
TENTANG  

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 
12 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 
 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan     
bantuan dana hibah yang dibiayai melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta berkenaan dengan 
belakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 tenteng Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tenteng 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebjakan Pembrian Dana Hibah 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain 
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab 

Keuangan Negara; 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

8. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumbar 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017; 

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR 

SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG 
KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH 

 
 

Pasal 1 

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kebijakan 
Pemberian Dana Hibah, diubah sebagai berikut : 
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1. ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan angka 16 dihapus, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah; 

2. Kepala Daerah adalah Gubernur; 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau 

sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denga hak 
dan kewajiban daerah tersebut; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 
6. Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah; 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

pengelolaan APBD; 
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari Pejabat Perncana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai 

dengan kebutuhan; 
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 

adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/bagian keuangan selaku 

Bendahara Umum Daerah 
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penggaran yang berisi Program, 
Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah ; 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-

PPKD merupakan dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/dinas/bagian 
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah; 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

oleh pengguna anggaran; 
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi 
kemasyarkatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; 

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NHPD adalah Naskah 
Perjanjian Hibah yang bersumber darai Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.  
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2.   ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 6 

 
1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan 

daerah; 

2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan 
pilihan; 

3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah 

sesuai urgensi dan kepentingan daeran dalam mendukung terselenggaranya 
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat; 
4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria 

paling sedikit : 

a. Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; 
b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan memenuhi persyarakatan memenuhi persyaratan 

penerima hibah. 
5) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian 

hibah tidak hanya diberikan kepada golongan tertentu, namun untuk semua 

permohonan yang memenuhi syarat dan diperlakukan (diproses) dengan 
standar yang sama; 

6) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa 

pemberian hibah dilakukan secara wajar dan proposional dan sesuai batas-
batas normal yang berlaku; 

7) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa 
pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran; 

8) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (4) adalah 

bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat; 

9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan 
untuk membiayai : 
a. Gaji/tunjungan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu 

kegiatan); 
b. Belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan 

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah); 

c. Acara perayaan; 
d. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah diluar tupoksi organisasi; 

e. Pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga; 
f. Tunjangan Hari Raya. 

10) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

kriteria paling sedikut : 
a. Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; 

b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun 
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 
dan 

c. Memenuhi persyaratan penerima hibah. 
11) Pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah secara terus  

menerus dikecualikan dengan pertimbangan tertentu, Gubernur selaku 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan 
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Dana Hibah Khusus kepada Organisasi yang dibentuk oleh 
Pemerintah/Pemerintah Daerah (Organisasi Semi Pemerintah, 

peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan (berkenaan dengan program 
unggulan provinsi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daeah; 
12) Pertimbangan tertentu sebagaiman dimaksud dalam ayat (11) yaitu : 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbuni sebagai berikut : 
 
 

Pasal 7 
 

Hibah dapat diberikan kepada: 
a. Pemerintah Pusat ; 
b. Pemerintah Daerah; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau; 
d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia 

 
4.  Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 8 

 
1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah 
yang bersangkutan; 

2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran 
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; 

3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang 
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga; 

a. Yang bersifaat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 

b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat 

Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oelh Menteri Dalam Negeri, 
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau 

c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa 
kelompok masyarakat/orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam 
bidang perekonomian, penddikan, kesehatan, keagamaan, kesenian 

6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
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5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
 

1) Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf 
c diberikan kepada Kelompok Tani, Kelompok Usaha mikro kecil Menengah 
dan Koperasi, Kelompok Nelayan; 

2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c 
fiperuntukkan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan 
tertentu; 

3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hurf c 
diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, 

peralatan medis dan obat-obatan 
4) Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c 

diperuntukan untuk Pembangunan sarana dan prasarana tempat Ibadah, 

Pengembangan Mental Spiritual; 
5) Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c 

diperuntukan untuk Pengembangan Seni Suara, Seni Budaya, Seni Tari, 

Seni Musik, Musik Tradisional, Seni Lukis; 
6) Bidang Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c 

diperuntukan untuk pelestarian dan pengembangan budaya daerah; 
7) Bidang Keolahragaan/non  professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (5) huruf c, diperuntukan untuk pembangunan serana dan prasarana 

olahraga dan pengembangan atlit olahraga non professional 
 

6. Kententuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 10 
 

1) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (5) huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas 

mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan; 
b. Nama Lengkap Permohonan (termasuk gelar, title bila ada dan nomor 

telepon yang bisa dihubungi); 

c. Memilik kepengurusan kepanitiaan yang jelas; 
d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara; 
e. Diketahui Induk organisasi; 
f. Diketahui Pemerintah setempat; 

g. Sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah atas nama organisasi/kelompok. 

2) Hibah kepada kelompok keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara; 
b. Memiliki sekretariat tetap; 
c. Rekomendasi dari pimpinan keagamaan; 

d. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepegurusan; 
e. Surat keterangan sedang membangun dari pemerintah setempat bagi 

tempat peribadatan; 
f. Dokumentasi tempat peribadatan; 
g. Memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas 

nama organisasi 
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3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (6) antara lain untuk : 

a. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat 
b. Organisasi profesi; 

c. Organisasi semi pemerintah 
4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan dengan 

persyaratan sebagai berikut : 
a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 

3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara; 

c. Memiliki sekretariat tetap; 
d. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT); 
e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam pengurusan; dan  

f. Memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas 
nama organisasi. 

5) Hibah kepada organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 

3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 
b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi sulawesi 

Utara; 

c. Memiliki Sekretariat tetap; 
d. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam pengurusan; 

e. Memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas 
nama organiasasi 

6) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (3) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 

3 tahun, kecuali ditentukan lain oelh peraturan perundang-undangan; 

b. Berkududukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara; 

c. Memiliki sekretariat tetap; 
d. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT); 
e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam pengurusan; 

f. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan 
merupakan pekerjaan konstruksi dibuktikan dengan surat keterangan 

Pemerintah setempat; dan 
g. Memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas 

nama organiasasi 

 
 
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 13 
 

1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, 

jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanjahibah 
pada RKA-PPKD; 

2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 
a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia. 
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3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarakan dalam kelompok belanja 
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah 
barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah. 
 
 

Pasal II 
 
Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Diundangkan di Manado 
Pada tanggal 4 Maret 2017 

 
SEKETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 
  
              ttd 
 

  
EDWIN H. SILANGEN 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1 

 
 

 

 Ditetapkan di Manado 

 pada tanggal  4 Januari  2017 
 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

 
ttd 

 
OLLY DONDOKAMBEY 

   
 

 
 


